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ABSTRAK

Rahmatul Aini (2104219) Analisis Evidence Based Policy Pada
Implementasi Program Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) Di KWT Aur
Kuning Kelurahan Bungus Barat

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu
kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui
pemanfaatan pekarangan serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun,
dalam implementasinya masih ditemukn berbagai kendala sehingga tujuan program
belum tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi Program KRPL pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning di
Kelurahan Bungus Barat serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif Evidence
Based Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitataif dengan metode
deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkann bahwa implementasi Program KRPL telah dilaksanakan melalui
tahapan sosialisasi, pembentukan kelompok, pemanfaatan pekarangan, pembinaan,
hingga evaluasi. Program ini memberikan manfaat berupa meningkatnya
ketersediaan pangan rumah tangga melalui budidaya sayuran dan tanaman pangan
di pekarangan. Namun, pemanfaatan pekarangan masih terbatas pada jenis tanaman
tertentu, partisipasi anggota kelompok belum merata, serta keberlanjutan kegiatan
masih bergantung pada dukungan pemerintah. Dari perspekif Evidence Based
Policy, ditemukan bahwa kebijakan KRPL telah didasarkan pada kebutuhan
peningkatan ketahanan pangan masyarakat, namun bukti yang tersedia
menunjukkan bahwa implementasinya belum mampu mewujudkan tujuan
kebijakan secara optimal, terutama dalam meningkatkan keberagaman konsumsi
pangan, kemandirian kelompok, dan kesejahteraan rumah tangga secara
berkelanjutan. Maka dari itu, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan
dengan realitas implementasi di tingkat lokal sehingga diperlukan penguatan
pembinaan, pengembangan sumber daya, serta evaluasi berbasis bukti untuk
meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, KRPL, KWT, Evidence Based Policy,
Ketahanan Pangan Rumah Tangga.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2008 krisis pangan global menjadi momentum penting yang
mendorong pemerintah indonesia melakukan pembenahan regulasi pangan secara
menyeluruh. Krisis tersebut menyebabkan lonjakan harga komoditas pangan dunia
dan beradmpak pada stabilitas ekonomi domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa
ketahanan pangan nasional sangat rentan terhadap dinamika eksternal apabila tidak
dibangun secara sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat persoalan struktural
dalam sistem pangan seperti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap satu
jenis pangan pokok khususnya beras, rendahnya tingkat diversifikasi konsumsi
pangan, masih ditemukannya permasalahan gizi seperti stunting dan kekurangan
gizi, dan kesenjangan akses pangan antarwilayah. Oleh karena itu, negara
memandang perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin

pemenuhan hak atas pangan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan itu lahirlah Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
yang menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang
cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam dan terjangkau. Sebagai implementasi dari
amanat UU  Pangan, pemerintah kemudian mendorong kebijakan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Salah satu bentuk
konkret dari kebijakan tersebut adalah pengembangan Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL).



Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu
strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga
dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan, gizi, dan pendapatan
keluarga (Permentan, 2012). Konsep KRPL lahir dari pemahaman bahwa lahan
pekarangan yang selama ini kurang produktif dapat dikelola secara intensif untuk
menanam sayuran, buah-buahan, tanaman obat keluarga, hingga beternak ikan dan
hewan kecil, sehingga mampu menjadi sumber pangan alternatif sekaligus

menopang ketahanan pangan nasional dari tingkat mikro (Permentan, 2016).

Implementasi program KRPL merupakan bentuk kebijakan publik berbasis
pelibatan jaringan multi aktor. Secara yuridis, mendat pemanfaatan lahan ini
berakar pada Pasal 60 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal
tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan
gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Amanat undang-undang
ini kemudian didelegasikan secara operasional melalui Pasal 26 Peraturan
Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Gizi. Pasal ini secara
eksplisit menyebutkan bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan salah

satunya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan.

KWT merupakan kelembagaan petani yang beranggotakan perempuan,
khususnya ibu rumah tangga, yang dibentuk untuk mengelola kegiatan petanian
skala rumah tangga dan pekarangan. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan

kemampuan anggota kelompok dalam mengelola usaha tani secara efektif dan



efisien, memperkuat kerja sama antar petani, serta meningkatkan posisi tawar

petani dalam sistem agribisnis.

KWT menjadi penting karena KWT merupakan aktor penggerak dalam
implementasi program KRPL dan memiliki peran sentral dalam pengelolaan
pangan keluarga, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga konsumsi pangan
sehari-hari. KWT dibentuk dalam rangka memperkuat ketahanan pangan keluarga,
meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta memberdayakan perempuan agar
lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Biasanya jumlah anggota kelompok
tani berkisar antara 10-25 orang anggota. Melalui KWT, perempuan tidak hanya
diposisikan sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai actor utama

pelaksana kebijakan pangan berbasis masyarakat.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan KRPL seringkali menghadapi
berbagai tantangan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan
yang diatur dalam regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks
inilah pendeketan Evidence Based Policy (EBP) menjadi relevan digunakan untuk
menilai efektivitas pelaksanaan program KRPL. Pendekatan Evidence Based
Policy atau kebijakan berbasis bukti adalah cara dalam membuat Keputusan public
yang menekankan pentingnya penggunaan data nyata, hasil penelitian dan
pengalaman di lapangan sebagai dasar dalam merumuskan maupun mengevaluasi
kebijakan. Menurut Nutley, Walter dan Davies (2007), pendekatan ini muncul
karena selama ini banyak kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan asumsi atau
kebiasaan tanpa melihat bukti konkret dari kondisi masyarakat. Kemudian menurut

Head (2016), dengan Evidence Based Policy, keberhasilan suatu kebijakan tidak



diukur hanya dari seberapa baik program dijalankan di atas kertas, tetapi dari
seberapa besar kebijakan itu benar-benar membawa perubahan positif yang bisa
dibuktikan secara nyata di masyarakat. Pendekatan Evidence Based Policy
digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan KRPL dijalankan di Kelompok
Wanita Tani (KWT) Aur Kuning, serta apakah pelaksanaannya benar-benar

memberikan hasil sesuai dengan tujuan program.

Kebijakan KRPL di Indonesia ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung
jawab dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi
pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam (UU Nomor 18, 2012).
Hal ini merupakan bentuk mandat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD
1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya (UUD 1945). Selain itu, Keputusan Menteri
Pertanian Nomor O08/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan
Lestari, menjabarkan tujuan program KRPL, yakni; (1) pemanfaatan pekarangan
sebagai sumber pangan dan gizi keluarga, (2) diversifikasi pangan berbasis sumber
daya lokal, (3) peningkatan pendapatan rumah tangga melalui hasil pekarangan, (4)
mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, (4) mengurangi masalah gizi
anak seperti stunting dan kekurangan gizi, serta (5) memberdayakan kelompok
masyarakat terutama perempuan. Dengan adanya regulasi ini, KRPL tidak hanya

diposisikan sebagai program sectoral pertanian, tetapi sebagai bagian dari kebijakan



nasional yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari
kebijakan ini adalah agar masyarakat mampu mandiri dalam pemenuhan pangan
sekaligus menjadi actor penting dalam menjaga stabilitas pangan di tengah

tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis pangan, maupun fluktasi ekonomi.

Namun demikian, implementasi program KRPL di Indonesia belum berhasil
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Misalnya di Kota Malang,
rendahnya dukungan pemerintah terhadap KRPL menyebabkan 11 kelurahan yang
dijadikan lokasi KRPL, hanya 27,28% yang berlanjut. Sementara itu 72,72% tidak
berlanjut, dalam arti 18,18% mati kemudian 54,54 mati suri (Fitrilia, 2018). Hal
yang sama juga terjadi di Kota Samarinda, dimana program KRPL hanya mampu
mengurangi pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan pangan dapat
dipenuhi dari pekarangan. Namun, manfaat ekonomi yang lebih besar belum
dirasakan karena kelembagaan kelompok masih lemah dan pendampingan teknis
kurang maksimal (Wawan & Afrilia, 2022). Kemudian di Kabupaten Bandung,
Program KRPL yang berubah nama menjadi P2L ikut terbengkalai karena
anggarannya dialihkan saat pandemi Covid-19. Akibatnya, dari 35 instalasi
hidroponik hanya 10 yang masih jalan, dan distribusi bibit turun drastic dari 32.000
menjadi 15.000 per bulan (Jabar Ekspres, 2021). Kondisi ini memperlihatkan
bahwa secara umum, keberlanjutan KRPL masih lemah dan implementasinya

seringkali tidak konsisten dengan tujuan awal kebijakan.

Di Provinsi Sumatera Barat, program KRPL juga ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang

RPJMD 2021-2026 pasal 3. Perda ini menegaskan bahwa visi pembangunan daerah



adalah terwujudnya Sumatera Barat Madani, unggul, berkelanjutan dan Sejahtera.
Salah satu misi yang ditetapkan adalah meningkatkan kemandirian pangan melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Tujuan peraturan ini dibuat untuk
memberikan arah pembangunan lima tahunan, termasuk penguatan ketahanan
pangan daerah sebagai prioritas pembangunan (Perda Provinsi Sumatera Barat No
6 Tahun 2021; BPK RI, 2021). Kemudian, Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal pasal 2. Pergub ini menegaskan bahwa penganekaragaman pangan bertujuan
meningkatkan kualitas konsumsi pangan Masyarakat yang bergam, bergizi
seimbang, dan aman dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal.
Tujuan regulasi ini untuk mendorong Masyarakat mengurangi ketergantungan pada
beras dan beralih pada konsumsi pangan yang lebih variatif dan sehat (Peraturan

Gubernur No 18 Tahun 2017; Pemprov Sumbar, 2017).

Namun demikian, implementasi program KRPL di Sumatera Barat juga
belum berhasil terlaksana sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Misalnya di
Kabupaten Agam, program ini masih bermasalah karena akses pasar lemah dan
pendampingan setelah bantuan sangat minim. Padahal KRPL sudah dijalankan
sejak 2018 dan sempat diperkuat lewat kerja Polres Agam dan Bhayangkari pada
2025 (Dinas Pertanian Kabupaten Agam, 2022). Hal yang sama juga terjadi di Kota
Solok, KRPL masih terkendala pada keberlanjutan pendampingan dan lemahnya
hasil pekarangan. Hal ini terjadi meskipun pemerintah sudah rutin mengadakan
pelatihan tematik untuk KWT (Pemkot Solok, 2021). Kemudian di Kabupaten 50

Kota, KRPL masih sulit berlanjut. Masalah ini disebabkan karena akses pasar mikro



lemah, sarana produksi terbatas, dan sistem pengawasan belum berjalan baik
meskipun pemerintah sudah memberi bantuan hibah DAK Nonfisik dan mendorong
diversifikasi lewat ternak ayam (Dinas Pangan Kabupaten 50 Kota, 2022). Fakta ini

menegaskan bahwa program KRPL di Sumatera Barat belum berhasil sesuai target.

Di Kota Padang, pelaksanaan KRPL didukung oleh Keputusan Wali Kota
Padang Nomor 157 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029,
yang berfokus pada tiga ilar utama yaitu smart city, kota sehat dan nilai budaya.
KRPL diintegrasikan ke dalam pilar “Kota Sehat” dan pemebrdayaan ekonomi
melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Pada dasarnya berlandaskan pada Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa
pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan,
keterjangakauan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan beragam.
Selain itu, diperkuat oleh Pergub Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2017 yang
menekankan pentingnya penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
Lebih lanjut, arah kebijakan tersebut dilanjutkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun
2025-2029, yang menekankan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi
masyarakat, dan peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. Dalam kerangka
ini, KRPL tetap dipertahankan sebagai program strategis karena dinilai relevan
dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan dan pesisir, termasuk
melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaksana di tingkat

kelurahan.



Luas Panen Padi Sawah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

dibandingkan Dengan Kecamatan Lain, 2023
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Sumber: Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dalam Angka 2024
Gambar 1. 1 Luas Panen Padi Sawah Di Kota Padang 2023

Berdasarkan data luas panen padi sawah tahun 2023, Kecamatan Bungus
Teluk Kabung memiliki luas panen sekitar 1.467,71 hektare, yang menunjukkan
bahwa wilayah ini bukan merupakan sentra utama produksi padi dibandingkan
kecamatan lain di Kota Padang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketahanan
pangan di Bungus Teluk Kabung tidak dapat sepenuhnya bergantung pada produksi
sawah, sehingga diperlukan strategi alternatif untuk memperkuat ketersediaan
pangan. Salah satu strategi yang relevan adalah penguatan ketahanan pangan
berbasis rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagaimana diatur
dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dengan karakteristik
wilayah yang didominasi permukiman dan wilayah pesisir, pekarangan rumah
menjadi potensi penting yang dapat dioptimalkan, terutama melalui peran
Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pengelola pangan rumah tangga. Oleh
karena itu, penelitian tentang pelaksanaan KRPL pada KWT di Kecamatan Bungus

Teluk Kabung menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pangan



berbasis rumah tangga mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat di

wilayah yang memiliki keterbatasan produksi pangan utama.

Tabel 1. 1 Daftar KWT di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No | Kelompok Tahun | Lokasi
1 | KWT Melati Jaya 2014 Kelurahan Bungus Barat
2 | KWT Aur Kuning 2012 Kelurahan Bungus Barat
3 | KWT RTBK 2023 Kelurahan Bungus Barat

4 | KWT Jembatan Batok | 2023 Kelurahan Bungus Barat

5 | KWT Bunga Melur 2023 Kelurahan Bungus Barat

6 | KWT Tarok Jaya 2023 Kelurahan Bungus Barat

7 | KWT Anggrek Putih | 2021 Kelurahan Bungus Barat

8 | KWT Arafah 2013 Kelurahan Bungus Timur

9 | KWT Sejahtera 1 2013 Kelurahan Bungus Timur

10 | KWT Teratai Indah 2020 Kelurahan Bungus Selatan

11 | KWT Srikandi 2023 Kelurahan Bungus Selatan

12 | KWT Talawi Indah 2023 Kelurahan Bungus Selatan

13 | KWT Bunga Melati 2022 Kelurahan Teluk Kabung Utara

14 | KWT Siriah Merah 2015 Kelurahan Teluk Kabung Tengah

15 | KWT Pasubar Saiyo | 2018 Kelurahan Teluk Kabung Selatan

Sumber.: Penyuluh Pertanian Lapangan,2024

Implementasi KRPL dijalankan melalui program teknis Dinas Pertanian
yang menyasar kelompok Masyarakat, khususnya KWT di berbagai kelurahan.
Salah satu kelompok sasaran yang paling lama mengimplementasikan program
KRPL sejak tahun 2012 adalah KWT Aur Kuning yang berlokasi di Kelurahan
Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Akan tetapi, berdasarkan temuan
di lapangan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Bungus Barat,

implementasi program di kelompok ini menghadapi beberapa kendala mendasar.



Pertama, Program KRPL belum sepenuhnya mampu mendorong
pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan secara optimal pada
anggota KWT Aur Kuning. Hal ini terlihat dari masih adanya anggota yang belum
memanfaatkan pekarangan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga potensi
pekarangan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga belum
dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, tujuan utama Program KRPL adalah
mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sarana penyediaan pangan
keluarga secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam perspektif Evidence Based
Policy, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan
dengan bukti empiris di lapangan. Bukti penelitian memperlihatkan bahwa
meskipun kebijakan telah dirancang untuk mendorong pemanfaatan pekarangan
rumah sebagai sumber pangan, implementasinya belum sepenuhnya menghasilkan

perubahan nyata yang merata pada seluruh anggota kelompok.

“Kalau dilihat di lapangan, belum semua anggota memanfaatkan
pekarangan rumahnya secara maksimal. Ada yang aktif menanam, tetapi ada
juga yang hanya menanam di awal program lalu tidak melanjutkan lagi.
Padahal kalau dikelola secara konsisten, pekarangan itu bisa menjadi
sumber pangan keluarga yang cukup membantu kebutuhan sehari-hari.”

Kedua, belum tercapainya tujuan penganekaragaman pangan. Anggota
KWT masih sangat bergantung pada beras sebagai bahan pokok utama dan belum
terbiasa mengonsumsi pangan alternatif lokal seperti singkong, jagung, sagu,
kacang-kacangan dan aneka sayuran serta buah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan
masyarakat yang sudah menjadikan beras sebagai makanan utama dan rendahnya
kesadaran gizi anggota kelompok. Padahal, tujuan regulasi ini adalah mendorong

masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Jika dilihat dari
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pendekatan EBP, situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan penganekaragaman
pangan belum berbasis pada bukti perilaku konsumsi masyarakat. Bukti lapangan
justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi kebijakan dengan
kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk lama.
“Kebiasaan makan nasi itu sudah mandarah daging. Walau sudah kita
arahkan untuk coba konsumsi singkong, jagung atau sagu, tapi belum

banyak yang mau. Mereka menganggap belum kenyang kalua belum makan
nasi”.

Ketiga, terbatasnya pengetahuan teknis anggota KWT dalam mengelola
pekarangan, dimana anggota masih menggunakan cara-cara sederhana tanpa
memperhatikan aspek teknis seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organic dan
pemanfaatan teknologi modern (hidroponik, vertikultur dan polybag). Hal ini
terjadi karena kurangnya pelatihan teknis yang berkesinambungan dan terbatasnya
pengalaman anggota dalam mengelola pekarangan secara modern. Dari sudut
pandang EBP, permasalahan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang didukung
oleh bukti kebutuhan pelatihan di lapangan. Bukti empiris menunjukkan bahwa
keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan teknis pelaku, sehingga
tanpa data yang menggambarkan kemampuan dan kebutuhan pelatihan anggota,
kebijakan KRPL menjadi kurang efektif dalam meningkatkan kapasitas

masyarakat.

“Masih banyak anggota yang belum paham cara menggunakan pupuk
organic, belum tahu tentang hidroponik atau vertikular. Padahal lahan
mereka sempit, kalua pakai teknologi sederhana itu hasilnya lebih baik™.

Keempat, partisipasi anggota kelompok mulai melemah sehingga
pelaksanaan kegiatan tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari

menurunnya kehadiran anggota dalam pertemuan rutin, berkurangnya keterlibatan
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dalam kegiatan budidaya, serta minimnya kontribusi dalam pemeliharaan kebun
bersama. Padahal, keberhasilan program KRPL sangat bergantung pada
keterlibatan aktif seluruh anggota kelompok, karena pendekatan yang digunakan
berbasis pemberdayaan masyarakat dan kerja kolektif. Melemahnya partisipasi ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya motivasi anggota, ada
kepentingan lain selain KRPL, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta
komunikasi internal kelompok yang belum efektif. Selain itu, keterbatasan
pendampingan dan minimnya inovasi kegiatan juga membuat sebagian anggota
merasa program tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan seperti pada awal
pelaksanaan. Akibatnya, semangat gotong royong yang menjadi pondasi kelompok
secara perlahan mengalami penurunan. Padahal, dalam ketentuan program KRPL
ditegaskan bahwa partisipasi aktif anggota merupakan salah satu indikator
keberhasilan implementasi, karena program ini dirancang untuk mendorong
kemandirian dan ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Dalam perspektif
Evidence Based Policy (EBP), melemahnya partisipasi anggota menjadi bukti
empiris bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan
faktor sosial dan dinamika kelompok sebagai variabel penentu keberhasilan
program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak diikuti
dengan strategi peningkatan motivasi dan keterlibatan anggota cenderung sulit

mencapai hasil yang berkelanjutan.
“..kelembagaannya sebenarnya sudah ada dan masih berjalan, tapi sekarang
partisipasi anggotanya mulai berkurang. Dulu pertemuan rutin dan

kegiatannya cukup aktif, sekarang kadang tidak semua bisa hadir karena
masing-masing punya kesibukan. Ada yang kerja, ada yang urus keluarga,
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jadi sulit menyamakan waktu. Akibatnya, kegiatan tidak selalu berjalan
sesuai rencana dan koordinasi antaranggota juga jadi kurang maksimal.”

Kelima, minimnya keterhubungan dengan pasar lokal. Dimana sebagian
besar hasil pekarangan hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga karena tidak
memiliki jaringan pemasaran atau kemitraan dengan pihak luar, sehingga manfaat
eknomi tidak dirasakan oleh anggota. Masalah ini disebabkan karena kelembagaan
yang lemah dan tidak adanya kemitraan dengan pelaku pasar. Padahal tujuan KRPL
tidak hanya meningkatkan pangan tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga.
Dari perspektif EBP, masalah ini memperlihatkan bahwa kebijakan KRPL belum
berbasis bukti ekonomi mikro masyarakat setempat. Bukti di lapangan
menunjukkan bahwa tanpa dukungan data pasar, jejaring kemitraan dan pemasaran
berbasis bukti, tujuan peningkatan pendapatan keluarga melalui KRPL tidak dapat

terwujud secara optimal.

“Sebagian besar hasil tanaman ibu-ibu hanya dikonsumsi di rumah. Mereka

belum punya mitra atau jaringan pasar untuk menjual hasil panen. Kalua

pun dijual, itupun kadang-kadang sifatnya tidak menentu”.

Peneliti juga melakukan wawancara awal dengan pihak terkait yaitu Ibu
Enti, salah satu anggota KWT yang aktif mengelola pekarangan rumahnya. Ia
mengungkapkan bahwa anggota kelompok sebenarnya sangat antusias

menjalankan program KRPL, namun terkendala pada keterbatasan sarana dan

kemampuan teknis dalam pekarangan.

“Kalau semangatnya ada, kami memang senang menanam. Tapi alatnya
terbatas, kami juga belum terlalu paham soal cara menanam yang lebih baik,
misalnya bagaimana bikin pupuk sendiri atau menanam hidroponik. Jadi
hasilnya kadang tidak sesuai harapan”.
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Sedangkan KWT Talawi Indah merupakan salah satu kelompok tani yang
terbilang baru mengimplementasikan sejak tahun 2023. Berdasarkan wawancara
dengan PPL Pertanian mengatakan bahwa KWT tersebut sudah dapat dikatakan
cukup baik ditandai dengan hasil panen yang bervariasi, memanfaatkan lahan

dengan baik, dan antusias anggota cukup tinggi berpartisipasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian ini karena memungkinkan peneliti mengkaji apakah bukti-bukti empiris
yang muncul di lapangan sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan
pemerintah, atau justru menunjukkan adanya kesenjangan implementasi, dengan
judul “Analisis Evidence Based Policy Pada Program Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL) Di KWT Aur Kuning Kelurahan Bungus Barat dari Perspektif
Evidence Based Policy”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa
permasalahan pokok yang menjadi dasar perlunya penelitian ini, yaitu:

1. Program KRPL belum sepenuhnya mampu mendorong pemanfaatan

pekarangan rumah sebagai sumber pangan.

2. Program KRPL belum mampu mendorong penganekaragaman atau
diversifikasi pangan masyarakat, karena pemanfaatan pekarangan hanya
sebatas menghasilkan sayuran sederhana tanpa menambah variasi.

3. Pengetahuan teknis anggota masih terbatas hanya menggunakan cara

sederhana dan kurangnya penerapan teknologi modern.
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4. Kelembagaan kelompok masih lemah yang ditandai dengan
kepemimpinan yang belum optimal dan partisipasi anggota menurun.

5. Keterhubungan dengan pasar lokal masih minim, karena Sebagian hasil
hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak memiliki jaringan pemasaran
dari pihak luar.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian
ini hanya difokuskan pada pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) Aur Kuning, Kelurahan Bungus Barat. Penulis membatasi penelitian ini
pada tiga permasalahan pokok, yaitu: pertama, program KRPL belum sepenuhnya
mampu mendorong pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan.
Kedua, program KRPL belum mampu meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat
serta penganekaragaman pangan di KWT Aur Kuning, karena pemanfaatan
pekarangan masih terbatas pada tanaman sederhana dan belum mencakup variasi
pangan bergizi lainnya. Ketiga, kelembagaan kelompok yang masih lemah, ditandai
dengan kepemimpinan yang belum optimal sehingga rendahnya partisipasi anggota
dan membuat program tidak berjalan maksimal, dan keterbatasan pengetahuan
teknis anggota dalam mengelola pekarangan secara efektif, seperti dalam hal
penggunaan teknologi.
D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan,

maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:
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1. Mengapa implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada
Kelompok Wanita Tani Aur Kuning belum berhasil dilaksanakan?

2. Bagaimana implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
pada Kelompok Wanita Tani Aur Kuning dari Perspektif Evidence-
Based Policy?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, dapat kita ketahui tujuan yang

ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi Program Kawasan Rumah Pangan
Lestari pada Kelompok Wanita Tani Aur Kuning yang belum berhasil
dilaksanakan.

2. Untuk menganalisis implementasi Program Kawasan Rumah Pangan
Lestari pada Kelompok Wanita Tani Aur Kuning dari perspektif
Evidence-Based Policy.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan kajian ilmu administrasi negara, khususnya di bidang kebijakan
publik. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya yang menyoroti hubungan antara kebijakan, kelembagaan

masyarakat dan ketahanan pangan.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap upaya
pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kawasan Rumah Pangan Lestari di
tingkat kelompok masyarakat khususnya KWT. Selain itu, diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait, seperti Dinas Pangan dan Dinas
Pertanian Kota Padang, dalam merumuskan strategi pembinaan dan
pendampingan yang lebih efektif terhadap kelompok pelaksana KRPL.
3. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti

lainnya yang akan meneliti tentang permasalahan yang sama.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas data lapangan yang dipaparkan mengenai analisis
Evidence Based Policy pada implementasi Program Kawasan Rumah Pangan
Lestari di Kelompok Wanita Tani Aur Kuning Kelurahan Bungus Barat dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kelompok Wanita

Tani Aur Kuning Kelurahan Bungus Barat.

Implementasi Program KRPL pada Kelompok Wanita Tani telah dilaksanakan
secara sistematis sesuai tahapan yang ditetapkan, mulai dari sosialisasi,
pembentukan kelompok, pemberian bantuan sarana produksi, pembibitan,
penanaman, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa
secara prosedural pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup baik dan
mencerminkan adanya kesesuaian dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur
dalam kebijakan. Implementasi program juga terbukti mampu mendorong
pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga, meningkatkan
ketersediaan bahan pangan rumah tangga, serta memberikan manfaat ekonomi
berupa penghematan pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari yang
menjadi dampak paling nyata dirasakan oleh anggota kelompok. Namun, apabila
ditinjau dari capaian hasil secara subtansif, implementasi program KRPL pada
Kelompok Wanita Aur Kuning masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat

dari diversifikasi pangan yang masih terbatas pada komoditas tertentu seperti
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sayuran dan bumbu dapur, sehingga tujuan untuk mewujudkan pola konsumsi
pangan yang lebih beragam belum tercapai secara maksimal. Selain itu,
peningkatakan pendapatan rumah tangga juga belum menunjukkan perubahan yang
signifikan karena hasil produksi pekarangan masih lebih banyak dimanfaatkan
untuk konsumsi pribadi daripada dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi
produktif. Dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pun masih

bersifat terbatas dan belum memberikan perubahan yang menyeluruh.

2. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kelompok Wanita
Tani Aur Kuning Kelurahan Bungus Barat dari perspektif Evidence Based

Policy.

Berdasarkan perspektif Evidence Based Policy dari The Pew Charitable Trusts,
implementasi Program KRPL pada Kelompok Wanita Tani Aur Kuning
menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural program telah berjalan sesuai
tahapan yang ditetapkan, secara substantif masih terdapat kesenjangan antara tujuan
kebijakan dengan realitas di lapangan. Program yang dirancang untuk
meningkatkan ketersediaan pangan, diversifikasi konsumsi, efisiensi pengeluaran,
peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan keluarga ini belum sepenuhnya
mencapai hasil yang optimal karena pemanfaatan pekarangan belum dilakukan
secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh anggota, diversifikasi pangan masih
terbatas pada jenis sayuran dan bumbu dapur tertentu, serta hasil produksi lebih
banyak dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri daripada dikembangkan sebagai

sumber pendapatan. Meskipun terdapat manfaat berupa peningkatan ketersediaan
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pangan rumah tangga dan pengurangan sedikit pengeluaran keluarga, dampaknya

terhadap peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh masih terbatas.

1.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diajukan
untuk mengoptimalkan implementasi Program KRPL pada Kelompok Wanita

Tani Aur Kuning di Kelurahan Bungus Barat adalah sebagai berikut:

Terkait implementasi Program KRPL di Kelompok Wanita Tani Aur Kuning di
Kelurahan Bungus Barat, pemerintah dan penyuluh pertanian perlu
meningkatkan pendampingan secara berkelanjutan serta mendorong partisipasi
aktif seluruh anggota melalui koordinasi dan kegiatan rutin kelompok. Selain
itu, perlu adanya diversifikasi tanaman serta pengembangan pengolahan hasil
panen agar program tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga,
tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.

Terkait implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kelompok
Wanita Tani Aur Kuning Kelurahan Bungus Barat dari perspektif Evidence
Based Policy, pemerintah perlu memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis
data lapangan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam penyesuaian
bantuan, pendampingan, dan strategi pelaksanaan program. Dengan demikian,
implementasi KRPL dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan peningkatan

ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga.
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